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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di
Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2021 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 136);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang
diberikan kepada Pegawai di lingkungan Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
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Ekonomi Kreatif berdasarkan capaian kinerja individu
sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.

Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri
Sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan
atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan
organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada
jabatan yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri/Kepala yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang
selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem berbasis
komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola,
mengirim, dan/atau  menerima data  informasi
kepegawaian secara online yang akurat, berkualitas, dan
tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen
kepegawaian.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas
pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas

pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
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(1)

(2)

(3)

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Pegawai di lingkungan Kementerian selain diberikan
penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan
kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tidak diberikan kepada:

a.

b.

Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu,;

Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;

Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya
dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan
sebagai pegawai;

Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara
atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan
pensiun; dan

Pegawai pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan = Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum.
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Pasal 4
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diberikan berdasarkan capaian kinerja individu sesuai
dengan kelas jabatan yang didudukinya.
Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan
komponen kehadiran berdasarkan ketentuan hari dan
jam kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Capaian kinerja individu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian capaian sasaran
kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan hasil penyelarasan atas jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan
fungsional, di lingkungan Kementerian.
Penilaian capaian sasaran kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan
kategori sebagai berikut:
a. sangat baik, apabila pegawai memiliki:
1) nilai dengan angka 110 (seratus sepuluh) < x <
120 (seratus dua puluh); dan
2) menciptakan ide baru dan/atau cara baru
dalam peningkatan kinerja yang memberi
manfaat bagi organisasi atau negara;
b. baik, dengan nilai 90 (sembilan puluh) < x < 110
(seratus sepuluh);
c. cukup, dengan nilai 70 (tujuh puluh) < x < 90
(sembilan puluh);
d. kurang, dengan nilai 50 (lima puluh) < x < 70 (tujuh
puluh); dan

e. buruk, dengan nilai 50 (lima puluh) ke bawah.



